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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah


Manusia sebagai makhluk sosial dan bermasyarakat memerlukan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi dan berusaha dengan bermacam-macam cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, antara lain dengan menjalin hubungan kerjasama dengan manusia lain. Salah satu upaya dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat diperlukan suatu badan perekonomian seperti pegadaian

Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus, yaitu secara hukum gadai. Pegadaian  secara resmi dan satu-satunya di Indonesia hanya dilakukan oleh Perum Pegadaian. (Kasmir, 2009 : 261-262 )
Mungkin selama ini masyarakat  hanya mengenal usaha pegadaian secara sepintas saja, yaitu sebagai tempat peminjam uang dengan cara menggadaikan barangnya. Padahal dalam praktiknya di samping usaha peminjaman uang Perum Pegadaian juga melakukan usaha lain (Kasmir, 2009 : 270 )Usaha lain yang dilakukan  oleh Perum Pegadaian misalnya pembiayaan Arrum. Arrum adalah pinjaman berprinsip Syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha melalui sistem pengembalian secara angsuran dengan jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor.(brosur pegadaian syariah)
Dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan sangat diperlukan jaminan. Hal ini dimaksudkan agar pihak debitur akan benar-benar melunasi utang. Selain itu apabila pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka kreditur dapat melakukan penuntutan. Adapun dasar dari penuntutan adalah Pasal 1266 KUH perdata, yang menyatakan bahwa bila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak yang lain berhak menuntut pembatalan dimuka hakim. Sedang mengenai apa yang dapat dituntut ditentukan oleh Pasal 1267 KUH perdata. Dengan demikian, wanprestasi ini tidak membebaskan debitur dari tanggungjawabnya. 

Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan yang timbul untuk melengkapi kekurangan gadai. Perum Pegadaian memberikan fasilitas pemberian pembiayaan dengan jaminan fidusia terhadap para kalangan usaha, bukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif. Pemilihan jaminan fidusia sebagai objek jaminan karena merupakan barang bergerak dan memenuhi syarat suatu benda itu dapat dijaminkan.(http://jurnal.dikti.go.id/jurnal/detil/id/18:14212/q/pengarang :
Rahman%20/offset/30/limit/15/ diakses tgl 1 mei 2011)
. Adapun sifat hukum dari fidusia sebagaimana halnya dengan bentuk-bentuk jaminan yang lain adalah bersifat accessoir (tambahan) karena fidusia mengikuti perikatan pokok yang telah ada antara kreditur dan debitur, yaitu utang-piutang. Pada fidusia, sebagai jaminan kepada kreditur adalah hak milik sedang barangnya tetap dikuasai oleh debitur. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa fidusia lebih menguntungkan pihak debitur dimana selain mendapatkan kredit, debitur juga masih dapat menguasai barangnya. 

Pengaturan mengenai lembaga jaminan fidusia di Indonesia sudah dimulai sejak jaman Belanda dari hasil adopsi yurisprudensi di Negara Belanda yang tidak diatur dalam KUH perdata. Jaminan fidusia ini merupakan perkembangan dari kebutuhan kredit dari masyarakat yang tidak tertampung pada lembaga jaminan yang ada pada waktu itu yaitu gadai, hipotek dan Hak Tanggungan untuk tanah beserta yang ada diatasnya.. Karena pengaturan mengenai lembaga jaminan fidusia yang berdasarkan yurisprudensi dirasa kurang memberikan kepastian hukum bagi para pihak, oleh karena itu untuk memberikan kepastian hukum dalam lembaga fidusia, maka dikeluarkan UU No.42 Tahun 1999 tentang fidusia. Dan untuk memberikan perlindungan kepada para pihak, maka perjanjian fidusia ini harus dibuatkan dalam akta notaris dan didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia sesuai dengan pasal 5 UU No.42 Tahun 1999

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk mengetahui perjanjian fidusia lebih lanjut, penulis mengambil judul : Pelaksanaan Pembiayaan  Dengan Jaminan  Fidusia Pada Perum  Pegadaian Syariah Simpang Patal Palembang
B. Permasalahan
1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan dengan jaminan fidusia  pada Perum Pegadaian  Syariah Simpang Patal Palembang ?

2. Kendala apa saja yang terjadi dalam pembiayaan dengan jaminan fidusia pada Perum Pegadaian Syariah Simpang Patal Palembang  ?

C. Tujuan Penelitian


Adapun beberapa hal yang menjadi tujuan pokok penelitian diantaranya :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan dengan jaminan fidusia pada Perum  Pegadaian  Syariah Simpang Patal Palembang.

2. Untuk  mengetahui kendala yang terjadi dalam pembiayaan dengan jaminan fidusia Pada Perum Pegadaian Syariah Simpang Patal Palembang
D. Kegunaan Penelitian


Adapun kegunaan yang diharapkan penulis diantaranya :

1. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah Ilmu Pengetahuan dan wawasan penulis  dalam praktek dibidang Hukum Perdata pada umumnya, terutama masalah hukum jaminan yang berhubungan dengan fidusia pada khususnya.
2. Bagi Perum  Pegadaian Syariah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dukungan khususnya bagi Perum  Pegadaian Syariah Simpang Patal Palembang.
3. Untuk Lembaga Akademik D3 Perbankan Syariah
Memberikan informasi dan pengetahuan kepada pihak akademik D3 Perbankan Syariah mengenai proses dan ketentuan-ketentuan fidusia dalam prakteknya serta perannya dalam melindungi kepentingan kreditur.
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Pembiayaan
 
Pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara kreditur dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.(Kasmir, 2009 : 96)

Pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.(Muhammad, 2005:16) 
Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana yang diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara kreditur dengan nasabah. Hasil tersebut mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.
1. Unsur-Unsur Pembiayaan

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan sebagaimana ditulis  Kasmir dalam bukunya bank dan lembaga keuangan lainnya (2009: 98) adalah sebagai berikut :

a. Kepercayaan



yaitu suatu keyakinan pemberi pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan  ( berupa uang, barang atau jasa ) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon pembiayaan.

           b. Kesepakatan



disamping unsur  percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.
           c. Jangka Waktu

setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang

              d. Risiko

adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/ macet pemberian pembiayaan. Semakin panjang suatu pembiayaan semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan kreditur, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

   e. Balas Jasa


merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Sedangkan bagi pegadaian  yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.
2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai tujuan tertentu. Adapun tujuan utama pemberian suatu pembiayaan antara lain (1) mencari keuntungan; (2) Membantu usaha nasabah ; (3) Membantu pemerintah. (kasmir, 2009: 100)

a. Mencari keuntungan 

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian pembiayaan tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima kreditur sebagai balas jasa dan biaya administrasi pembiayaan yang dibebani kepada nasabah
b. Membantu usaha nasabah
Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah  yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

c. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan,  maka semakin baik, mengingat semakin banyak pembiayaan berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.
3. Jenis-Jenis Pembiayaan

Secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari berbagai segi antara lain (Kasmir, 2009 : 103-106)
a. Dilihat dari segi kegunaan 

1) Pembiayaan  investasi 

     

    Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau        membangun priyek / pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

2) Kredit modal kerja 

          Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

b. Dilihat dari segi tujuan pembiayaan
1) Pembiayaan produktif

Pembiayaan  yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal :

· Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi dan untuk keperluan perdagangan (Antonio,2001: 160)

2) Pembiayaan  yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam pembiayaan ini tidak ada pertambahan  barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang Pembiayaan  konsumtif

atau badan usaha.

3) Pembiayaan perdagangan 

Pembiayaan yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

c. Dilihat dari segi jangka waktu

    1) Pembiayaan jangka pendek

Merupakan pembiayaan  yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.


2) Pembiayaan jangka menengah 




Jangka waktu pembiayaan berkisar antara 1 tahun sampai 



    dengan 3 tahun, biasanya  untuk investasi.

4) Pembiayaan jangka  panjang

Merupakan pembiayaan yang masa pengembaliannya paling panjang. Pembiayaan jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau lima tahun.

 d. Dilihat dari segi jaminan


1)  Pembiayaan dengan jaminan


  Pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

                        2)  Pembiayaan tanpa jaminan


Merupakan pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu

e. Dilihat dari segi sektor usaha

   1)  Pembiayaan pertanian

         Merupakan pembiayaan yang dibiayai  untuk sektor  perkebunan 
        atau pertanian rakyat.

    2)  Pembiayaan peternakan 


Dalam hal ini untuk jangka pendek, misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi

   3)  Pembiayaan industri


Yaitu pembiayaan untuk membiayai industri kecil, menengah, atau besar

   4)  Pembiayaan pertambangan 


Jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah
   5)  Pembiayaan pendidikan 


Merupakan pembiayaan yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan 

   6)  Pembiayaan Profesi 


Diberikan kepada para profesional seperti, dosen, dokter, atau pengacara

    7)  Pembiayaan perumahan


Yaitu pembiayaan untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan. 
4. Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5C adalah sebagai berikut (Kasmir, 2009 : 108-109 )
1. Character 

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan  diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat  pribadi seperti : cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, dan hobi. Ini semua merupakan ukuran “kemauan” membayar
2. Capacity
Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang  bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan – ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “ kemampuannya” dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.
3. Capital

Untuk melihat  penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan  melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas  dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4. Colateral
Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.
5. Condition
Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.

Kemudian  penilaian pembiayaan dengan metode analisis 7P adalah sebagai berikut (Kasmir, 2009 : 110-111)
1. Personality

yaitu menilai dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
2. Party

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan- golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda.
3. Perpose

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah.

4. Prospect

Yaitu menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. 

5. Payment

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan.

6. Profitability

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

7. Protection  

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi 
B. Pengertian Jaminan
Mengenai pengertian jaminan, dapat dilihat pada Pasal 1131 KUHPerdata, yang berbunyi :
Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perorangan.
Pada dasarnya barang-barang jaminan menurut sifatnya dapat dibagi atas dua jenis : Barang bergerak, barang tidak bergerak (Suyatno, 1999 : 89)

             Macam-Macam Jaminan
 Menurut  Subekti ada dua macam jaminan, yaitu (Subekti,1989 :15)
1.  Jaminan perorangan
 
Jaminan perorangan adalah selalu suatu perjanjian antara seseorang berpiutang(kreditur) dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhi kewajiban-kewajiban siberutang (debitur). Ia dapat diadakan diluar (tanpa) pengetahuan siberutang tersebut.
Yang termasuk jaminan perorangan adalah :
1) Penanggung (borg) adalah orang lain yang dapat dapat ditagih.
2) Tanggung menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng.
3) Perjanjiamn garansi.
 2.  Jaminan kebendaan
Jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditur dengan debiturnya, tetapi juga dapat diadakan antara kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban siberutang (debitur).
Yang termasuk jaminan kebendaan adalah:
a)  Gadai

Mengenai pengertian gadai, dapat dilihat dalam Pasal 1150 KUHPerdata yang berbunyi :
Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya. (Gunawan, 2007 : 93 )
b)  Hak Tanggungan
Dengan UU No.4 Tahun 1996, tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, maka pemberian jaminan atas hak-hak atas tanah sebagaiamna diatur dalam undang-undang pokok agraria  hanya dapat dilakukan dengan hak tanggungan.(Gunawan, 2007 : 101)
C. Pengertian Fidusia

Dalam pasal 1 ayat 1 UU No.42 Tahun 1999, merumuskan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu. (Guse Prayudi, 2008 : 68)
Lahirnya perjanjian fidusia setelah perjanjian pokoknya lahir yakni  perjanjian  pinjam meminjam atau perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh kreditor dan debitor. Hal ini ternyata dalam pasal 4 UU Fidusia  bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan  kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi(Guse Prayudi, 2008 : 70)
1. Subjek dan Objek Fidusia
 Subjek dari jaminan fidusia adalah pemberi fidusia (orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia) dan penerima fidusia (orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia  
Objek jaminan fidusia 
1) Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud
2)  Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak  

      tanggungan     
 2.  Tahap terjadinya perjanjian fidusia :

1) Perjanjian pinjam meminjam uang

2) Pembebanan

3) Penyerahan kembali dari kreditur kepada debitor

4) Pendaftaran
  3. Pembebanan dan Substansi Jaminan Fidusia

Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan :


1) Dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia

2) Utang yang pelunasannya dijaminkan dengan jaminan fidusia adalah :


 a. Utang yang telah ada

          b. Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan     dalam jumlah tertentu


 c. Utang yang pada utang eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi
    d. Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia

 e. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.(Guse Prayudi, 2008 : 72-73)
4. Substansi akta pembebanan fidusia meliputi :


1) Tanggal dibuatnya akta pembebanan fidusia


2) Para pihak, yaitu pemberi dan penerima fidusia


3) Objek fidusia, objek ini tetap berada pada pemberi fidusia
4) Asuransi objek fidusia


5) Pendaftaran fidusia


6) Perselisihan

7) Biaya pembuatan akta, biasanya dibebankan kepada pemberi fidusia
8) Saksi-saksi



9) Tanda tangan para pihak
(http://jurnal.dikti.go.id/jurnal/detil/id/18:14212/q/pengarang:Rahman%20/offset/30/limit/15/ diakses tgl 1 mei 2011)
5. Sifat Jaminan Fidusia

         Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Pasal 4 UU jaminan fidusia juga secara tegas menyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian assesoir dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewjiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang. Sebagai suatu perjanjian assesoir, perjanjian jaminan fidusia  memiliki sifat sebagai berikut : 
a. sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok

b. keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok

c. sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.(Gunawan, 2007 : 131 )

 6. Pendaftaran Fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 UU No.42 Tahun 1999 tentang Fidusia. Benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Untuk pertama kalinya Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah RI. Kantor Pendaftaran Fidusia berada dalam lingkup tugas Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Adapun prosedur dalam pendaftaran jaminan fidusia, antara lain sebagai berikut :

a) Penerima fidusia, kuasa atau wakilnya mengajukan permohonan    pendaftaran fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia, dengan melampirkan pernyataan pendaftaran fidusia.

            b) Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku  daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan  permohonan pendaftaran.
            c)  Membayar biaya pendaftaran fidusia.

         d) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada   penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tangal yang sama dengan penerimaan permohonan pendaftaran


e) Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal     dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

7. Tujuan pendaftaran Fidusia adalah:

1. Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang  berkepentingan.

2.  Memberikan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain. Ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi obyek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan Konsekuensi bagi Fidusia yang tidak didaftarkan tidak memiliki kekuataneksekutorial (http://eprints.undip.ac.id/17378/)

 8. Pengalihan Fidusia

Diatur dalam Pasal 19 – 24 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Yang dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk dengan menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Pengalihan hak atas utang dengan jaminan fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada fidusia baru (kreditor baru). 
Pemberi fidusia dilarang untuk mengalihkan atau menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia, karena jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Pengecualian dari ketentuan ini adalah bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.

9. Hapusnya Jaminan Fidusia

Yang dimaksud dengan hapusnya jaminan fidusia adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia. Ada tiga sebab hapusnya perjanjian fidusia, yaitu:
 a)     Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia antara lain Karena

  pelunasan dan bukti bukti hapusnya utang berupa keterangan 
   yang  dibuat kreditur.

 b) Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.
 c)    Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia 

        ( Pasal 25 UU    No.42 Tahun 1999)

Dengan demikian sesuai dengan sifat ikutan dari jaminan Fidusia, maka adanya jaminan fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan menjadi hapus (Guse Prayudi, 2008 : 86-87)
Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut.
        10. Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi jaminan diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UU No.42 Tahun1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberi rumusan bahwa eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, karena debitur tidak memenuhi prestasinya.
Ada tiga cara eksekusi benda jaminan fidusia, antara lain sebagai berikut :

a) Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia. Yang dimaksud dengan titel eksekutorial adalah kekuatan eksekusi yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
b) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
c) Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tinggi yang menguntungkan para pihak.
Ketika dilakukan eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia (pasal 30 UU Fidusia)
D.Penelitian Terdahulu
Dalam pembuatan proposal ini, penulis juga mempunyai resensi dari Ria Jentina (2007) judul Analisis Pemberian Pembiayaan Bai’bitsaman ajil pada LKMS BMT Kube 20 Ilir D III Sejahtera  Palembang

1. Bagaimana mekanisme pemberian  pembiayaan bai’ bitsaman ajil pada LKMS BMT KUBE 20 Ilir D III Sejahtera Palembang

2. Apa konsep baitul maal wat tamwil (BMT) KUBE dalam menghindari/  mengatasi pembiayaan bermasalah.
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Definisi Operasional Variabel
Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Perum Pegadaian  Syariah Simpang Patal Palembang dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, dengan indikator jaminan fidusia
B. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan pembahasan 

Mengenai pelaksanaan pembiayaan dengan jaminan fidusia dan kendala yang terjadi dalam pembiayaan dengan jaminan fidusia pada Perum Pegadaian Syariah Simpang Patal Palembang
C.  Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perum Pegadaian Syariah Simpang Patal Palembang yang bertempat  di Jalan R. Sukamto No.78 

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu data yang bukan berbentuk matematis (angka) tetapi data yang berupa uraian kata-kata dan penjelasan yang diambil dari wawancara, buku-buku, dan brosur-brosur yang berhubungan dengan jaminan fidusia.

Sumber data yang digunakan dalam penulisan laporan ini adalah :

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari (Azwar, 1998 : 91)sumber data pokok berupa data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian yaitu data yang diperoleh dari Perum Pegadaian  Syariah Simpang Patal Palembang yaitu data mengenai prosedur dan tahap-tahap pemberian pembiayaan dengan jaminan fidusia pada Perum pegadaian syariah simpang patal Palembang dan kendala yang terjadi dalam pembiayaan dengan jaminan fidusia pada Perum Pegadaian Syariah Simpang Patal Palembang
2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengelolaan data yang bersifat studi dokumentasi (Iskandar, 2008:77)data sekunder merupakan data penunjang yang diambil dari perundang-undangan.
E  Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini akan diupayakan dengan cara sebagai berikut 

a.Wawancara 
Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan tanya jawab secara langsung pada pihak yang bersangkutan. (Teguh, 2005 : 136) Tipe wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan agar hasil wawancara sesuai dengan yang diteliti dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan.

b.Pengamatan 
Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara meneliti dan mengamati secara langsung objek yang diteliti. Seperti data tentang pelaksanaan pembiayaan dengan jaminan fidusia
F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka metode analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik secara lisan maupun tertulis dan perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.(Soekanto,1986:250)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Prosedur Pemberian Pembiayaan

         Berdasarkan hasil olah data primer  yang berkenaan dengan  pelaksanaan pembiayaan dengan jaminan fidusia pada Perum Pegadaian  Syariah Simpang Patal Palembang dapat diketahui tahap-tahap pemberian pembiayaan dalam prakteknya yaitu :
1. Nasabah ataupun debitur datang sendiri ke pegadaian syariah, kemudian mengisi formulir permohonan dengan dilampiri fotokopi identitas (KTP) yang selanjutnya diserahkan ke manager.

2. Mengisi formulir aplikasi arrum

3.  Melampirkan dokumen-dokumen usaha, agunan, serta dokumen pendukung lainnya yang terkait.
4. Petugas Pegadaian memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan.
5. Petugas Pegadaian melakukan survey analisis kelayakan usaha serta menaksir agunan.
6.  Penanda tanganan akad pembiayaan arrum.
7. Pencairan pembiayaan arum (Dokumentasi Pegadaian Syariah,16 Juni 2011).
GAMBAR 1

SKEMA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN

                                                                                      1.mengisi formulir

                                                                                       2. melengkapi persyaratan                                                                              



                                     Ya                            tidak
Sumber: Diolah dari data  Perum Pegadaian Syariah, 16 Juni 2011
B. Pelaksanaan Pembiayaan Dengan jaminan Fidusia Pada Perum  Pegadaian Syariah Simpang Patal Palembang

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan adapun prosedur pemberian pembiayaan dengan jaminan fidusia harus melewati proses sebagaimana dideskripsikan sebagai berikut :
1. Tahap Permohonan

Nasabah ataupun debitur datang sendiri ke pegadaian syariah, kemudian mengisi formulir permohonan dengan dilampiri fotokopi identitas (KTP) yang selanjutnya diserahkan ke pimpinan cabang
Mengisi formulir aplikasi pembiayaan arrum, yang telah disediakan. Pada saat pemohon datang, pemohon diberikan penjelasan (sosialisasi) tentang pembiayaan arum sehingga meluruskan pemahaman-pemahaman yang mungkin masih salah pengertian mengenai jalannya pembiayaan arum di pegadaian syariah banyak masyarakat yang belum tahu. Formulir diserahkan kembali setelah diisi dan ditandatangani serta dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh Perum pegadaian Syariah. Data-data yang harus dilampirkan pemohon yaitu :
a. Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) suami dan isteri

b. Fotocopy kartu keluarga (KK) yang masih berlaku

c. Asli surat keterangan domisili bagi yang belum memiliki KTP

d. SIUP/SITU/TDP Surat keterangan usaha lainnya

e. Fotocopy AD/ART atau Akte Pendirian perusahaan (jika ada)

f. Asli BPKB,Faktur, dan STNK yang masih berlaku

g. Fotocopy catatan keuangan perusahaan 2 tahun terakhir(jika ada)

h. Bukti pembayaran PBB tahun terakhir

i. Bukti pembayaran tagihan listrik dan rekening telpon

j. Fotokopy rekening  tabungan 3 bulan terakhir (Dokumentasi Pegadaian Syariah, dan hasil wawancara dengan Bapak Ramlan Kholil Lubis sebagai manager cabang, 16 Juni 2011)
2. Tahap Penilaian dan Ferifikasi
            Setelah data-data dan persyaratan-persyaratan tersebut telah dilengkapi dan sudah diserahkan kembali kepada pihak Perum Pegadaian, maka pemohon menunggu konfirmasi dari Perum Pegadaian syariah Simpang Patal Palembang untuk melaksanakan penilaian serta ferifikasi ke lapangan Kegiatan penilaian dan ferifikasi ini untuk menyesuaikan data-data yang telah diajukan oleh pemohon dalam formulir permohonan pembiayaan dengan kondisi usaha yang sebenarnya maupun untuk memperoleh data-data lain yang relevan, yang diperlukan untuk mendukung data-data awal. Menurut hasil penelitian dilapangan, dalam pelaksanaan penilaian terhadap barang jaminan ditaksir berapa harga pasar setempat, kemudian pihak pegadaian melihat seberapa besar jumlah pembiayaan yang diajukan oleh debitur. Proses penaksiran ini tidak hanya mengacu pada harga pasaran dari agunan yang dijadikan jaminan, biasanya penaksiran dari Pegadaian itu tergantung dari kondisi barang jaminan dan tahun pembuatan dari agunan itu sendiri. Semakin baru tahun pembuatannya dan semakin bagus kondisi barang jaminan, maka semakin tinggi pula taksiran harga dari agunan tersebut, begitu pula sebaliknya, semakin lama tahun pembuatannya dan semakin tidak bagus kondisinya, semakin kecil taksiran harga agunan tersebut. Dalam proses pemberian pembiayaan, batas maksimalnya adalah 70% dari harga jual yang telah ditaksirkan oleh Pegadaian, hal ini dikarenakan apabila lebih dari pada itu, pihak kreditur dalam hal ini Pegadaian tidak mendapatkan untung, maka dalam pemberian kredit di Perum Pegadaian Syariah Simpang patal Palembang membatasi besarnya pembiayaan sesuai permohonan asalkan tidak melebihi 70% dari harga jual yang ditaksirkan oleh Pegadaian. misalnya 
a. harga jual dari motor yang telah ditaksirkan adalah Rp. 8.000.000,-, maka batas maksimal pembiayaan yang diterima adalah 70% X Rp.8.000.000,- = Rp. 5.600.000,-
b.  1/3 dari laba usaha per bulan x jangka waktu pinjaman

Misal 1/3 x 5.000.000  x 12 bulan =  Rp 2.000.000
Antara point a dan b dipilih yang terkecil, untuk batas maksimal pembiayaan (Dokumentasi Pegadaian Syariah, dan hasil wawancara dengan Bapak Ramlan Kholil Lubis sebagai manager cabang,16 Juni 2011)
Tarif ijaroh pembiayaan arum

Tariff ijaroh = taksiran x Rp 700 x jangka watu / bulan



 Rp100.000

(Dokumentasi Pegadaian Syariah)
3. Tahap Analisis Pembiayaan
   Berdasarkan surat permohonan pembiayaan yang telah diisi dan dilengkapi persyaratan lainnya serta data hasil penilaian dan ferifikasi yang dilakukan oleh petugas Perum Pegadaian Syariah maka petugas melakukan analisa untuk menganalisis apakah calon nasabah itu :
a) Pemilik usaha dan menguasai bidang usahanya dengan baik.
b) Nasabah mempunyai kemampuan return of investment atau mampu           mengembalikan uang dengan baik.
c) Pribadi pemilik usaha harus memenuhi prinsip dasar yang dikenal dengan    istilah “5C”, yaitu :
1. Character ( kepribadian, watak)
Kepribadian, moral dan kejujuran dari calon nasabah perlu diperhatikan sehubungan untuk mengetahui apakah ia dapat memenuhi kewajibannya dengan baik, yang timbul dari persetujuan pembiayaan yang akan diadakan.
· Dasar – dasar dari sifat seorang debitur yang baik adalah kejujuran, integritas dan beban moral

· Merupakan faktor dominan dalam penilaian pemberian pembiayaan(buku saku perum pegadaian, 2009 : 67)
Alat untuk memperoleh gambaran character
· Teliti daftar riwayat hidup

· Teliti reputasi calon debitur di lingkungannya. 

· Teliti usahanya

· Meminta bank information
· Data dari asosiasi calon debitur bergabung

· Apakah sering melakukan perjudian

· Amati sejauh mana ketekunan kerja/ usaha

· Teliti apakah yang bersangkutan senang hidup berfoya-foya

· Teliti dari rekan kegiatan sejenisnya (buku saku perum pegadaian, 2009 : 67)
       2. Capacity (kemampuan, kesanggupan)
Kemampuan calon nasabah dalam mengembangkan dan mengendalikan usahanya serta kesanggupannya dalam menggunakan fasilitas pembiayaan yang diberikan.

· Capacity/ kapasitas berkaitan erat dengan kemampuan debitur untuk membayar

· Menilai kemampuan mengelola kas 

· Menilai kemampuan manajemen 
       3.  Capital (modal, kekayaan)
Modal usaha dari calon nasabah yang telah tersedia/telah ada sebelum mendapatkan fasilitas kredit. Keadaan struktur dan sifat permodalan tersebut akan menentukan seberapa besar fasilitas pembiayaan yang akan menentukan seberapa besar fasilitas pembiayaan yang akan diberikan sebagai tambahan modal.
· Capital (modal) merefleksikan sumber pembiayaan cicilan
· Debitur individual (perseorangan) : modal dapat berupa tabungan yang dimiliki di bank, polis asuransi, atau sumber lain yang sewaktu- waktu dapat ditarik untuk membayar cicilan

· Debitur badan usaha : modal adalah komitmen berupa setoran pemegang saham atau pemilik usaha yang dijalankan dan penggunaan modal digunakan untuk meningkatkan nilai usaha yang dijalankan.

       4. Collateral (agunan, jaminan)
Agunan merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan kredit karena sebagai jaminan kredit. Dengan adanya jaminan, kreditur mendapat kepastian bahwa pembiayaan yang diberikan dapat diberikan dapat diterima kembali pada suatu saat yang telah ditentukan.
· Jaminan harus dapat diidentifikasi dengan jelas 

· Nilainya dapat ditaksir pihak independent 

       5. Conditional of Economic (kondisi ekonomi)
Seorang kreditur dalam memberikan kredit harus memandang prospek usaha debitur karena mempengaruhi dalam pengembalian pembiayaan.
Dari hasil analisis tersebut kalau memungkinkan dapat dilakukan pembiayaan, maka dilakukan pembiayaan.
· Kondisi eksternal seperti keadaan makro ekonomi, inflasi, pertumbuhan ekonomi, politik, budaya, kebijakan pemerintah dan lain-lain yang berpeluang mempengaruhi keadaan perekonomian serta dunia usaha lainnya.

· Kondisi internal adalah kegiatan / kinerja yang dilakukan oleh manajemen / seseorang yang akan mempengaruhi keadaan usaha

 lebih mendalam mengenai jenis usaha, prospek usaha, pembukuan (pencatatan), pemasaran produk. Kemudian data hasil penilaian dan verifikasi ini akan dibuat analisis perhitungan besarnya pinjaman, analisis proyeksi, laba rugi dan alur kas untuk diajukan ke manager. Dalam hal analisis pembiayaan ini sudah sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi :
Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
Dalam Pasal 8 tersebut dijelaskan bahwasanya kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh kreditur . Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan pembiayaan kreditur harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur. (Dokumentasi Pegadaian Syariah,16 Juni 2011).
4.Tahap Persetujuan Permohonan dan Realisasi Pembiayaan 
Proses persetujuan adalah proses penentuan disetujui atau tidaknya sebuah pembiayaan usaha. Proses persetujuan ini juga tergantung kepada pihak pimpinan Cabang Pegadaian syariah.

Pimpinan Cabang merupakan tingkat paling akhir persetujuan sebuah proposal pembiayaan. Oleh karena itu hasil akhir dari Pimpinan Cabang adalah penolakan atau penundaan ataupun persetujuan pembiayaan. Apabila hasil dari Pimpinana Cabang diterima, maka akan diberikan surat persetujuan. Sebaliknya jika hasilnya ditolak, maka akan diberikan surat penolakan. Dalam persetujuan pembiayaan berisi bahwa pihak Pegadaian menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah atau debitur dan biaya-biaya seperti administrasi, materai, asuransi ditanggung oleh debitur. Selain itu debitur harus memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditentukan oleh pihak Pegadaian sebelum melakukan akad. Setelah itu, persetujuan pembiayaan dari Pimpinan Cabang diserahkan kepada bagian petugas untuk selanjutnya menandatangani kolom persetujuan pada permohonan dan membuat akad perjanjian serta membuatkan kartu pembiayaan, buku angsuran dan kwitansi tanda terima.
5. Tahap Akad atau Perjanjian dan Penyerahan Barang Jaminan (BPKB) Apabila hasil disetujui, maka nasabah datang ke pegadaian syariah  untuk diberi surat persetujuan. Dalam tahap ini, calon nasabah membawa barang jaminan yang akan digunakan sebagai jaminan pembiayaan. Setelah itu baru terjadi akad atau perjanjian. Proses akad pembiayaan ini bisa dilakukan pimpinan cabang. 
Setelah selesai, maka pihak - pihak yang bersangkutan yang ikut dalam akad tersebut menandatangani isi perjanjian diatas meterai Rp. 6.000,-
Setelah proses akad selesai, kemudian dilanjutkan penyerahan barang yang dijadikan jaminan (BPKB), kemudian pihak debitur dan kreditur menandatangani surat tanda terima agunan..
Berdasarkan praktek di lapangan, pada tahap akad ini debitur disuruh datang sendiri ke pegadaian, kemudian dibawa keruang akad dan diminta untuk menandatangani akad tersebut. 

6. Tahap Pencairan
Proses selanjutnya setelah akad adalah tahap pencairan fasilitas. Sebelum melakukan proses pencairan, harus dilakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi. Apabila semua persyaratan telah dilengkapi, maka proses pencairan dana dapat dilakukan.
Dalam praktek di lapangan, tahap pencairan ini dilakukan oleh bagian kasir dimana kasir memberikan kwitansi tanda terima kepada nasabah ataupun debitur dan memeriksa keabsahan dokumen serta melakukan pembayaran kepeda debitur, setelah itu, barulah debitur diberi buku angsuran. pembiayaan (Hasil wawancara dengan Bapak Ramlan Kholil Lubis sebagai manager cabang,16 Juni 2011)
C. Prosedur Pembebanan  Fidusia

Nilai pembiayaan < Rp 10 juta

Untuk pembiayaan ini, pengikatan jaminan fidusia dilakukan dengan membuat dokumen :

· Akad pembiayaan arrum, pembiayaan arrum adalah pinjaman berprinsip syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha melalui sistem pengembalian secara angsuran dengan jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor
· Akad pembiayaan arrum tersebut harus dilegalisasikan oleh notaris

Nilai pembiayaan ≥ Rp 10 juta  sampai dengan < Rp 25 juta

Untuk pembiayaan ini, pengikatan jaminan fidusia dilakukan dengan membuat dokumen :

· Akad pembiayaan arrum

· Akta jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh notaries

· Penandatanganan akta jaminan fidusia tersebut dilakukan di hadapan notaris, apabila tidak dimungkinkan rahin menghadap notaris, maka kepada rahin supaya diminta menandatangani surat kuasa

Nilai pembiayaan ≥ Rp 25 juta 

Untuk pembiayaan ini, pengikatan jaminan fidusia dilakukan dengan membuat dokumen :

· Akad pembiayaan arrum 
· Akta jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh notaris

· Sertifikat jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh kantor pendaftaran fidusia.(buku saku pengenalan produk perum pegadaian, 2009)
D. Tabel perkembangan kolektibilitas  arrum

         Dalam pembahasan ini akan disajikan tabel perkembangan kolektibilitas  arrum periode 2010-2011 pada Perum Pegadaian Syariah Simpang Patal Palembang, adapun tujuan dari dibuatnya  tabel perkembangan kolektibilitas  arrum adalah untuk mengetahui atau memperoleh gambaran mengenai jumlah pembiayaan dengan jaminan fidusia. 

Tabel IV.1
Perkembangan kolektibilitas

Arrum

	No
	Nama
	Klasifikasi Kolektibilitas Angsuran 
	Jumlah sisa

	
	
	Lancar
	DPK
	KL
	DR
	Macet
	

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
	Aditya

Nanda

Dian

Umar

m.nazir

supriyadi

rina

adi

ibrahim

nurdiana

m.zainal

novi yanti

nurdin

m.zidan

zainudin

jeri ilham

ahmadi

hidayat

mohzaib

diah wati

ningsih

damayanti

Total
	-

-

332.655

-

2.888050

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.332.996

-

-

2.749.606

-

8.303.307
	  415.761

415.761

-

832.650

-

-

1.666.120

3.888.520

1.666.240

1.666.235

-

1.999.512

1.499.580

8.610.890

2.333.008

33.333.200

-

2.249.847

3.749.897

-

4.249.941

5.000.0000

73.577.162
	-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
	-

-

-

-

-

3.332.830

-

-

-

-

2.666.420

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.999.250
	-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
	415.761

415.761

332.655

832.650

2.888.050

3.332.830

1.666.120

3.888.520

1.666.240

1.666.235

2.666.240

1.999.512

1.499.580

8.610.890

2.333.008

33.333.200

2.332.996

2.249.847

3.749.897

2.749.606

4.249.941

5.000.000

87.879.719


Sumber data : Pegadaian Syariah simpang patal Palembang  2011
E. Kendala Yang Terjadi dalam Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Pada Perum  Pegadaian Syariah Simpang Patal Palembang.
                Berdasarkan hasil penelitian   dalam proses pembiayaan dengan jaminan fidusia pada Perum  pegadaian Syariah Simpang Patal Palembang tidak selalu berjalan lancar sesuai yang diinginkan, kendala yang terjadi dalam pembiayaan ini seperti keterlambatan atau penunggakan pembayaran angsuran oleh nasabah hal ini dapat disebabkan karena usaha nasabah mengalami kerugian, ataupun karena kesibukan nasabah sehingga tidak dapat melakukan pembayaran angsuran tepat waktu. Apabila rahin terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran bulan dari waktu yang telah ditetapkan, maka rahin tersebut dikenakan denda (ta’zir). Besarnya ta’zir tersebut setara dengan 2% (dari jumlah angsuran bulanannya ) untuk tiap jumlah hari keterlambatan  selama 7 hari,   Jika terjadi pembiayaan bermasalah atau macet maka langkah yang akan ditempuh oleh Perum Pegadaian adalah sebagai berikut(Hasil wawancara dengan Bapak Ramlan Kholil Lubis sebagai manager cabang, 22 juni 2011)
1. Dengan jalan perdamaian ataupun pendekatan terhadap debitur.
Penyelesaian dengan jalan perdamaian ini dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat yaitu dengan cara mendatangi rumah debitur dan membicarakan pokok-pokok permasalahan ataupun menanyakan mengapa debitur wanprestasi serta kesanggupan pihak debitur untuk melunasi hutangnya. 
2. Dengan jalan pemberian surat teguran ataupun surat peringatan.
Penyelesaian dengan jalan pemberian surat teguran ataupun surat peringatan dikarenakan pihak debitur dengan jalan musyawarah tidak menemukan titik temu. Dalam pemberian surat teguran ataupun surat peringatan, dilakukan pihak pegadaian sebanyak tiga kali.

3. Dengan jalan penyitaan barang dan menjual barang yang dijadikan jaminan  melunasi hutang debitur.

Apabila penyelesaian dengan jalan perdamaian tidak membuahkan hasil, maka dengan terpaksa pihak Pegadaian menyita dan menjual barang yang dijadikan jaminan, hal ini dikarenakan pihak debitur tidak mengindahkan ataupun mengabaikan teguran dari pihak kreditur. Karena pihak debitur tidak mau rugi, maka barang jaminan disita dari debitur kemudian dijual dipelelangan untuk menutup hutang dan biaya-biaya administrasi maupun denda-denda selama debitur wanprestasi (Hasil wawancara dengan Bapak Ramlan Kholil Lubis sebagai manager cabang, 22 Juni 2011)
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
 1. Pelaksanaan pembiayaan dengan jaminan fidusia dalam prakteknya melalui    beberapa tahapan yang ditempuh yaitu : Nasabah ataupun debitur datang sendiri ke pegadaian syariah, kemudian mengisi formulir permohonan dengan dilampiri fotokopi identitas (KTP), Mengisi formulir aplikasi arrum, melampirkan dokumen-dokumen usaha, agunan, serta dokumen pendukung lainnya yang terkait, Petugas memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan, Petugas Pegadaian melakukan survey analisis kelayakan usaha serta menaksir agunan,  Penandatanganan akad pembiayaan arrum dan Pencairan pembiayaan arrum.
  2. Kendala yang terjadi dalam pembiayaan dengan jaminan fidusia pada Perum Pegadaian Syariah  Simpang Patal Palembang adalah keterlambatan atau penunggakan pembayaran angsuran oleh nasabah, hal ini dapat disebabkan karena usaha nasabah mengalami kerugian, ataupun karena kesibukan nasabah sehingga tidak dapat melakukan pembayaran angsuran tepat waktu. Jika terjadi pembiayaan bermasalah atau macet maka langkah yang akan ditempuh oleh Perum Pegadaian adalah sebagai berikut
· Dengan jalan perdamaian ataupun pendekatan terhadap debitur

· Dengan jalan pemberian surat teguran ataupun surat peringatan

· Dengan jalan penyitaan barang dan menjual barang yang dijadikan

       jaminan  melunasi hutang debitur.
B. Saran
1. Pola pemberian pembiayaan dapat disesuaikan  dengan langkah-langkah kerja yang berlaku dan tetap berdasarkan prinsip syariah sehingga calon nasabah tidak bingung atau merasa kesulitan 

2. Dalam upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah maka Perum Pegadaian harus lebih cermat dan berhati-hati dalam menganalisis pemberian pembiayaan yang diajukan oleh nasabah 
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